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STATUS, NII.A[, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STTJDI 561gANA FARMASI
I}NTYERSITAS JENDERAT SOEDIRMAN, PURIryOKERTO

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia No.29L/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggr Kesehatan;
Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingg (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi
IAM-PTKes untuk mulai melaksanakan alceditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes
No. 004,/PPl09. 2015 tanggal l1 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi
Program Studi Kesehatan di IAM-PTKes;
Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan IAM-PTKes
No, 06/SK/K.2022 Tentang Proses Akreditasi berlaku seperti yang diatur oleh
Peraturan Pengurus tAM-PTKes No. 003 /PPl I 2. 2 0 I 9;
Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana
dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-
PTKes.

: 1. Undang-Undang Republik tndonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2. Undang-Undang Republik [ndonesia No. ?9 Tahun ?OO4 tentang Praktik
Kedokteran;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Republik bndonesia No. 2O Tahun 2Ol3 tentang Pendidikan

Kedokteran;
7. {Jpflang-Undang Republik lndonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar

Nasional Pendidikan Jo- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun
2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri:rtah No 57 Tahun 2021 Tentang
Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekeriaan
Kefarmasian;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun ?O74 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggr dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

13. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidaru

15. Peraturan Melteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun
2020 tentang Alceditasi Program Studi dan Perguruan Tinggu
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun
20 14 tentang-Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tAM-PTKes Indonesia-

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 002,4.AM-ffKes/BA Akrfi/Z0?3
tanggal 27 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi ProgSam Studi Kesehatan.

AKREDITASI PROGRAM STI.'DI SARIANA FARMASI T]NIVERSITAS JENDERAL
SOMIRMAN, PURIryOKERTO

STATUS : TERAKREDTIASI
NII-A.I : 357 (TIGA RATUS LIMA PIJLLTH TUJUI{) -
PERINGKAT : BAIK SEKALI,.

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima)
tahun.

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyel*gg*uu* program studi
memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat
akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku

LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk
pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kdima

Keenam

:
t

!..,

Cbatibl{arsa, Sp. Mtr! n*r@

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Keb*rdayaan, Riset, dan Teknologi
2. Menteli Pendayaan Aparatur t'Iegara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4- Ketua Badan AMitasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi l{ilayah
6. Badan Pengembangan dan Pembcdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua,rDirektur Perguruan TinCp yang bersangkutan
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